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ABSTRAK 

Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas 

merupakan kewajiban Negara. Disahkannya UU Penyandang Disabilitas yang 

menggantikan UU Penyandang Cacat memberikan nuansa baru pemenuhan hak 

penyandang disabiitas melalui pendekatan Hak Asasi Manusia dan prinsi-prinsip 

yang didasarkan pada otonomi individu penyandang disabilitas. Dalam Pasal 53 

ayat (2) UU Penyandang disabilitas perusahaan swasta diwajibkan mempekerjakan 

paling sedikit 1% tenaga kerja penyandang disabilitas dalam rangka pemenuhan 

hak penyandang disabilitas pada sektor ketenagakeraan. Namun demikian UU 

Penyandang Disabilitas tidak serta merta memberikan gambaran yang spesifik 

mengenai perusahaan swasta seperti apa yang dibebankan kewajiban 

mempekerjakan penyandang disabilitas dan bagaimana cara pemerintah menekan 

dan memaksa perusahaan swasta untuk mempekerjakan penyandang disabiltias di 

perusahaannya.  

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian hukum pustaka dengan membaca dan menelaah data-data sekunder 

berupa bahan hukum primer seperti UU Penyandang disabilitas, KUH Perdata, 

KUH Dagang serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum sekunder 

yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, 

maupun pendapat ahli yang berkaitan dengan topik disabilitas, hukum perusahaan 

dan ketenagakerjaan. Penyusun juga menggunakan bahan hukum tersier berupa 

kamus dan ensiklopedia untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer dan 

skunder diatas. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

diskriptif-analisis dengan pendekatan yuridis-normatif. 

Penelitian ini memberikan hasil berupa gambaran mengenai jenis dan 

bentuk perusahaan swasta yang dibebankan kewajiban mempekerjakan 

penyandang disabilitas adalah perusahaan swasta berbadan hukum yaitu PT, Perum, 

Yayasan, dan Koperasi yang mempekerjakan sedikitnya 100 (seratus) pekerja atau 

tidak mempekerjakan 100 (seratus) pekerja namun menggunakan teknologi tinggi. 

Upaya memaksa pemerintah kepada perusahaan swasta tersebut dilakukan melalui 

pendekatan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) 

dan mekanisme negara kesejahteraan (walfare state) dimana negara berwenang 

mencampuri urusan pemenuhan hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas 

melalui hukum atas dasar kesejahteraan rakyat. 

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Perusahaan Swasta, Ketenagakerjaan 
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ABSTRACT 

Respect, protection, and fulfillment of the rights of Persons with Disabilities are the 

obligations of the State. The enactment of the Law on Persons with Disabilities 

which replaces the Law on Persons with Impairment provides a new nuance for the 

fulfillment of the rights of persons with disabilities through a Human Rights 

approach and principles based on the individual autonomy of persons with 

disabilities. In Article 53 paragraph (2) of the Law on Persons with Disabilities, 

private companies are required to employ at least 1% of workers with disabilities 

in the context of fulfilling the rights of persons with disabilities in the labor sector. 

However, the Law on Persons with Disabilities does not necessarily provide a 

specific description of what private companies are charged with the obligation to 

employ persons with disabilities and how the government suppresses and forces 

private companies to employ persons with disabilities in their companies. 

To answer both of the questions, this study uses a type of legal literature 

research by reading and examining secondary data in the form of primary legal 

materials such as the Law on Persons with Disabilities, the Civil Code, the 

Commercial Code, and other regulations. The secondary legal materials used in this 

research are books, journals, scientific works, articles, and expert opinions related 

to the topic of disability, company law, and employment. The compilers also use 

tertiary legal materials in the form of dictionaries and encyclopedias to help explain 

the primary and secondary legal materials above. The data analysis method used in 

this research is descriptive analysis with a juridical-normative approach. 

This study provides results in the form of an overview of the types and 

forms of private companies that are widely charged with the obligation to employ 

persons with disabilities is a private company with a legal entity namely PT, Perum, 

Foundation, and Cooperative which employs at least 100 ( one hundred) workers 

or not employing 100 (one hundred) workers but using high technology. Efforts to 

force the government to private companies are carried out through a Corporate 

Social Responsibility approach and a welfare state mechanism where the state is 

authorized to interfere in the fulfillment of the employment rights of persons with 

disabilities through law based on people's welfare. 

Keywords: Persons with Disabilities, Private Companies, Employment 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas 

merupakan kewajiban Negara.1 Dengan disahkannya Undang-Undang No. 19 

Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With 

Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) menunjukkan komitmen 

dan kesungguhan pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi dan 

memenuhi hak penyandang disabilitas secara penuh. 

Sebelum bergabung kedalam konvensi hak-hak penyandang disabilitas 

(CRPD), sumber hukum pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia dapat 

ditemukan didalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. 

Tetapi setelah dikaji dan diteliti secara seksama, UU Penyandang Cacat tidak 

menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia dalam penyusunannya sehingga 

pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas hanya sebatas pada bentuk belas 

kasihan (charity based) dan masih dipandang sebagai masalah sosial yang 

kebijakan pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, 

bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang disabilitas 

seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya pengembangan 

dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.2 

 
1 Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas  

2 Ibid 
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Untuk menjawab persoalan tersebut, pada tahun 2016 pemerintah 

mengesahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 

dimana materi muatan dalam undang-undang tersebut telah menggunakan 

pendekatan hak asasi manusia dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di 

Indonesia. Salah satu asas yang digunakan dalam UU Penyandang Disabilitas 

adalah asas otonomi individu3, artinya setiap penyandang disabilitas memiliki hak 

untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan 

tindakannya.4   

Berkat diakuinya asas otonomi individu inilah,  penyandang disabilitas 

dalam pemenuhan hak ekonominya diakui sebagai subjek yang memiliki hak untuk 

bekerja, berwirausaha dan hak untuk bergabung dalam koperasi dalam rangka 

memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Dalam pasal 11 UU Penyandang 

Disabilitas hak tersebut meliputi: 

a. Memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah 

daerah, atau swasta tanpa diskriminasi 

b. Memperoleh upah yang sama dengan tenga kerja yang bukan penyandang 

disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggungjawab yang sama 

c. Memperoleh akomodasi yang layak dalam perkerjaan 

d. Tidak diberhentikan karena alasan disabilitas 

e. Mendapatkan program kembali bekerja 

f. Penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat  

g. Memperoleh kesempatan yang sama dalam pengembangan jenjang karier 

serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya 

h. Memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan 

koperasi, dan memulai usaha sendiri.5 

 

 
3 Undang-Undang 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 2 huruf b 

4 Penjelasan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 

Disabilitas 

5 Undang-Undang 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 11 
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Hak untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 

11 huruf a UU Penyandang Disabilitas diimplementasikan dalam bentuk pemberian 

kuota khusus bagi tenaga kerja penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan 

yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta.  

Pelibatan peran serta pihak swasta dalam rangka pemenuhan aksesibilitas 

lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas menjadi persoalan yang menarik 

bila dikaji dari sisi perusahaan swasta sebagai pelaku usaha (bisnis). Terutama 

melihat keberadaan pasal 52 ayat 2 UU Penyandang Disabilitas yang menyatakan 

bahwa “perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) 

Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.”6  

Secara definitif, tenaga kerja (labor) dimaknai sebagai human resources 

atau sumber daya manusia. menurut Suherman, pengertian dari human resources 

ialah sekumpulan atribut atau kemampuan manusiawi yang dapat disumbangkan 

untuk memungkinkan dilakukannya proses produksi barang dan jasa.7   

Ketika definisi tenaga kerja diatas dihubungkan dengan kondisi 

penyandang disabilitas sebagai: 

...orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau 

sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan 

lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi 

secara penuh dan efektif...8 

 
6  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 54 ayat (2) 

7 Rosyid Suherman, Pengantar Teori Ekonomi. (Jakarta: Rajawali, 2009). hlm. 56 

8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 angka 1 



4 
 

maka pemberian kuota khusus bagi tenaga kerja penyandang disabilitas oleh 

perusahaan swasta secara langsung ataupun tidak langsung dapat mengurangi 

produktifitas dari perusahaan tersebut. Padahal jika ditinjau dari tujuannya, 

perusahaan swasta berorientasi untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba se-

optimal mungkin dalam sistem kerja yang efekif dan efisien. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pemberian kuota khusus bagi tenaga kerja penyandang 

disabilitas menjadi beban yang harus ditanggung oleh perusahaan swasta akibat 

diberlakukannya UU Penyandang Disabilitas.   

Disamping itu, Penggunaan nomenklatur ‘perusahaan swasta’ dalam pasal 

a quo hanya menunjukkan pada sifat kepemilikan modal dalam perusahaan yakni, 

pihak swasta atau non-pemerintah. di Indonesia istilah perusahaan dimaknai 

sebagai:  

...Setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus 

menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang 

diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang 

berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan 

berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.9 

 

Sehingga perusahaan swasta yang dimaksud dalam pasal a quo setidaknya 

harus menjelaskan terkait penyelenggaranya baik oleh orang perseorangan maupun 

badan usaha; bentuknya baik badan hukum maupun bukan badan hukum; dan  

kedudukan perusahaan dimaksud.  

 
9 Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, Pasal 1 huruf b 



5 
 

Ketidakjelasan penggunaan frasa “perusahaan swasta”, berpotensi 

digunakan oleh Perusahaan/pelaku usaha swasta untuk menghindar dari kewajiban 

mempekerjakan sedikitnya 1% tenaga kerja penyandang disabilitas yang berakibat 

pada hilangnya efektifitas pelaksanaan UU Penyandang Disabilitas terutama terkait 

dengan pemenuhan hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas. 

Berdasarkan data hasil Sensus Ekonomi 2016 yang dilakukan oleh Badan 

Pusat Statistik (BPS), jumlah perusahaan di Indonesia tercatat ada sebanyak 26,7 

juta. Diantara jumlah tersebut terdapat 450.000 perusahaan berskala Usaha 

Menengah Besar (UMB).10 Namun menurut keterangan Sekretaris Jenderal 

Kemnaker, berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) 

dan data Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota per-Januari 2020, 

tercatat hanya 546 perusahaan saja yang mempekerjakan penyandang disabilitas.11 

Jumlah tersebut menandakan ketaatan perusahaan dalam memberikan kuota 1% 

bagi tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU 

Penyandang Disabilitas tergolong rendah. Hal tersebut mungkin terjadi akibat tidak 

jelasnya kriteria perusahaan sebagaimana disebutkan dalam pasal a quo atau tidak 

adanya mekanisme pemaksa pelaksanaan pasal tersebut. 

 
10 Detikfinance, "Ada 3,98 Juta Perusahaan Baru di RI dalam 10 Tahun Terakhir", 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3485474/ada-398-juta-perusahaan-baru-di-ri-

dalam-10-tahun-terakhir, diakses pada tanggal 28 Februari 2022 pukul 13.00 WIB 

11 Larasati Dyah Utami, “546 Perusahaan Pekerjakan Penyandang Disabilitas, Tingkatkan 

Reputasi dan Prestasi”, https://www.tribunnews.com/regional/2021/08/13/546-perusahaan-

pekerjakan-penyandang-disabilitas-tingkatkan-reputasi-dan-prestasi. diakses pada tanggal 28 

Februari 2022 pukul 13.00 WIB 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3485474/ada-398-juta-perusahaan-baru-di-ri-dalam-10-tahun-terakhir
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3485474/ada-398-juta-perusahaan-baru-di-ri-dalam-10-tahun-terakhir
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Dengan dasar inilah, peneliti menyusun skripsi dengan judul 

“PEMBERIAN KUOTA 1% TENAGA KERJA PENYANDANG 

DISABILITAS OLEH PERUSAHAAN SWASTA DI INDONESIA” untuk 

membantu mendeskripsikan kriteria perusahaan Swasta sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 52 ayat 2 UU Penyandang Disabilitas sekaligus akibat hukum yang 

ditimbulkan bilamana perusahaan swasta yang dimaksud tidak menjalankan aturan 

secara semestinya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penyusun mengemukakan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kriteria perusahaan swasta yang dibebankan kewajiban untuk 

menyediakan kuota 1% bagi tenaga kerja penyandang disabilitas? 

2. Bagaimana upaya pemerintah mendorong perusahaan swasta untuk 

mempekerjakan 1% bagi tenaga kerja penyandang disabilitas? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penyusun 

memiliki tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan kriteria perusahaan swasta yang dibebani 

kewajiban untuk memberikan kuota 1 % bagi tenaga kerja penyandang 

disabilitas 
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b. Untuk mengetahui upaya pemerintah mendorong perusahaan swasta untuk 

mempekerjakan sedikitnya 1% tenaga kerja disabilitas dari seluruh jumlah 

pekerja 

2. Kegunaan 

Dalam penelitian ini, penyusun berharap adanya manfaat yang diperoleh 

antara lain: 

a. Kegunaan Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran 

dalam rangka perkembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan 

penyandang disabilitas, hak tenaga kerja disabilitas, hukum perusahaan dan 

tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility).  

b. Kegunaan Praktis  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangasih pemikiran untuk 

menyelesaikan problematika yang terjadi umumnya terkait dengan 

pemenuhan hak penyandang disabilitas dan khususnya terkait dengan hak 

terhadap aksesibilitas pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, 

penelitan ini diharapkan mampu memberikan dorongan bagi pengusaha 

untuk membantu menyediakan lapangan kerja bagi tenaga kerja penandang 

disabiltas di Indonesia. 

D. Telaah Pustaka 

Setalah dilakukan penelusuran dari berbagai literatur terkait dengan tema 

”Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disbilitas Oleh Perusahaan 

Swasta” ditemukan beberapa karya hasil penelitian yang memiliki keterkaitan 
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dengan tema, akan tetapi tidak ada yang secara spesifik sama membahas tentang 

konsep pemberian kuota 1% bagi penyandang disabilitas oleh perusahaan swasta. 

Namun demikian, tulisan-tulisan terdahulu yang penyusun angkat telah 

memberikan banyak inspirasi terutama untuk mengarahkan penelitian ini pada 

rumusan masalah yang autentik dengan menghadirkan kebaruan (novelty). 

Beberapa Karya tersebut yang pertama adalah skripsi yang tulis oleh 

Satiasti Putri berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam 

Rekruitmen Pekerja Di Perusahaan Swasta Di Kota Yogyakarta”12 penelitian ini 

berusaha menjawab permasalahan mengenai konsep perlindungan hukum bagi 

penyandang disabilitas serta hambatan yang dialami pemerintah maupun pengusaha 

dalam rekruitmen pekerja. Meskipun sama-sama meneliti mengenai perusahaan 

swasta dalam rangka pemenuhan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas, skripsi 

Penyusun membahas lebih spesifik mengenai kriteria perusahaan swasta-nya yang 

dibebani kewajiban untuk memberikan kuota 1% tenaga kerja bagi penyandang 

disabilitas. 

Karya kedua, berbentuk jurnal yang ditulis oleh Utami Dewi dengan judul 

“Implementasi Kebijakan Kuota Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Mendapatkan 

Pekerjaan Di Kota Yogyakarta”13 penelitian ini bertujuan untuk  melihat 

sejauhmana implementasi kebijakan pemenuhan kuota bagi penyandang disabilitas 

 
12 Satiasti Putri, “Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Rekruitmen 

Pekerja Di Perusahaan Swasta Di Kota Yogyakarta”, Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa program 

studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) (2018) 

13 Utami Dwi, “Implementasi Kebijakan Kuota Khusus Bagi Penyandang Disabilitas Untuk 

Mendapatkan Pekerjaan Di Kota Yogyakarta”, Natapraja, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2015 
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untuk bekerja di Kota Yogyakarta. Meskipun sama-sama meneliti pemberian kuota 

khusus tenaga kerja penyandang disabilitas namun penelitian ini berjenis penelitian 

lapangan (field research). Selain itu, perbedaan dengan skripsi Penyusun terletak 

pada dasar hukumnya, penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 dengan 

menggunakan dasar hukum UU Penyandang Cacat sedangkan penelitian kami 

menggunakan dasar hukum UU Penyandang Disabilitas. 

Karya ketiga, berbentuk jurnal yang ditulis Istifarroh dan Widhi Cahyo 

Nugroho dengan judul “Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan Di 

Perusahaan Swasta Dan Perusahaan Milik Negara.”14 Penelitian ini membahas 

tentang perlindungan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas serta sanksi 

yang diterapkan bagi perusahaan swasta maupun perusahaan milik Negara bila 

terjadi pelanggaran terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas. Perbedaan 

dengan skripsi Penyusun terletak pada pendekatannya. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan hak asasi manusia penyandang disabilitas, sedangkan penelitian yang 

akan kami lakukan menggunakan pendekatan teori perusahaan untuk menjelaskan 

kriteria perusahan sebagai pemberi kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas.  

Karya keempat, adalah skrisi yang ditulis oleh Maria Nurma Arum 

Kusumastuti dengan judul “Perlindungan Hukum Dari Diskriminasi Bagi 

Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja.”15 Penelitian ini meneliti mengenai 

 
14 Istifarroh, Widi Cahyo Nugroho, “Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan Di 

Perusahaan Swasta Dan Perusahaan Milik Negara,” Mimbar Keadilan, Volume 12 Nomor 1 Tahun 

2019 

15 Maria Nurma septi Arum Kusumastuti, “Perlindungan Hukum Dari Diskriminasi Bagi 

Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja” Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa program studi 

Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2016) 
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potensi diskriminasi yang dapat dialami oleh tenaga kerja penyandang disabilitas di 

dunia kerja sekaligus mitigasi terhadap potensi diskriminasi terhadap tenaga kerja 

penyandang disabilitas. Meskipun sama-sama menyinggung persoalan hak tenaga 

kerja penyandang disabilitas skripsi Penyusun fokus mengkaji bentuk perusahaan 

serta kriteria perusahaan dalam kerangka memperluas aksesibilitas kerja bagi 

tenaga kerja penyandang disabilitas. 

Karya kelima, berbentuk jurnal yang ditulis oleh Mufti Pramunawardhani 

Dewi dengan judul “Pelaksanaan Penempatan tenaga Kerja Penyandang Cacat Pada 

Perusahaan Swasta di Kabupaten Sleman.”16 Penelitian ini berbentuk penelitian 

lapangan dengan tujuan untuk mengetahui peneraapan regulasi mengenai 

pemberian kuota khusus bagi tenaga kerja penyandang disabilitas oleh perusahaan 

swasta di kabupaten Sleman. Berbeda dengan penelitian yang kami lakukan yakni 

mendeskripsikan perusahaan swasta sebagai stakeholder yang berperan langsung 

dalam memberikan aksesibilitas lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja penyandang 

disabilitas. 

E. Kerangka Teoritik 

Kerangka teoritis (teoritical framework) merupakan kerangka berfikir yang bersifat 

teori dan konseptual mengenai masalah yang akan diteliti17. Kerangka teoritik yang 

kami gunakan dalam penelitian ini adalah: 

 
 

16 Mufti Pramunawardhani Dewi, “Pelaksanaan Penempatan tenaga Kerja Penyandang Cacat 

Pada Perusahaan Swasta di Kabupaten Sleman”, Mimbar Hukum, Volume 18, Nomor 3 Tahun 2006   

17 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Social Dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 29 
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1. Teori Negara Kesejahteraan (Welfare state) 

Teori ini menekankan kepada bentuk serta peran negara (penguasa) untuk 

mewujudkan kesejahteraan umum. Menurut Pierson kata kesejahteraan 

(welfare) paling tidak mengandung tiga subklaifikasi yakni kesejahteraan 

sosial (social welfare), kesejahteraan ekonomi (economic walfere) dan 

kesejahteraan negara (state welfare)18. 

Menurut Philipus M. Hadjon dalam perkembangan welfarestate, 

pengaruh negara terhadap individu menjelma kedalam tiga cara yaitu 

pertama, pengaruh langsung sebagai akibat dari pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak sosial; kedua, pengaruh tidak langsung 

sebagai akibat dari pembentukan aparat pemerintah yang dilengkapi dengan 

kekuasaan jabatan dan keahlian; ketiga, harapan bahwa problem-

masyarakat dapat dipecahan melalui campur tangan penguasa.19 

Teori Negara kesejahteraan dalam penelitian ini digunakan untuk 

membedah persoalan pemberian kuota khusus tenaga kerja penyandang 

disabilitas oleh negara melalui pihak ketiga yaitu perusahaan swasta untuk 

mencapai tujuan negara dalam mensejahterakan penyandang disabilitas 

2. Teori Badan Hukum 

Sejarah tidak mencatat dengan pasti kapan badan hukum yang pertama 

muncul. karena keberadaan corporate personality dari badan hukum maka 

 
18 Oman Sukmana, “Konsep dan Desain Negara kesejahteraan (Welfare State)”,  Jurnal Sospol. 

VOl. 2 No. 1, Hlm. 104 

19 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya : Bina Ilmu, 

1987), hlm. 72 
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timbullah teori badan hukum.20 Untuk memberikan pembenaran, dasar 

hukum bahwa badan hukum itu sebagai subjek hukum 

(pendukung/pembawa hak dan kewajiban didalam hukum) ada beberapa 

teori tentang badan hukum, yaitu:21 

a. Teori Fiksi (Von Savigny) 

Sebenarnya menurut alam hanya manusia selaku subjek hukum, 

tetapi orang menciptakan dalam bayangannya, jadi orang bersikap 

seolah-olah ada subjek hukum yang lain. 

b. Teori Organ (Otto Van Gierke) 

Badan hukum bukan suatu yang abstrak, tetapi benar-benar ada, 

badan hukum itu organisme yang riil, badan hukum menjadi 

kolektivitas, terlepas dari individu. 

c. Teori Kekayaan Bersama (R. Van Jiaring) 

Menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia, jadi 

kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggota, 

badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisme, dan pada 

hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan 

kewajiban angota bersama, jadi hanya konstruksi yuridis saja. 

d. Teori Kekayaan Bertujuan (A. Brintz) 

 
20 Hasibullah F. Sjawie, Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana 

Korporasi, (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm. 14 

21 FX. Suhardana et al, Hukum Perdata I (Jakarta: Prenhallindo, 1987), hlm 58-59 
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Badan hukum merupakan kekayaan yang bukan merupakan 

kekayaan perorangan tetapi terikat tujuan tertentu. Badan hukum 

memiliki pengurus yang berhak atau dapat berkehendak. 

e. Teori Kenyataan Yuridis (Mujes, Paul Schotten) 

Badan hukum itu adalah suatu realitas, konkrit, riil walaupun tidak 

dapat diraba, bukan khayal, tapi kenyataan yuridis hendaknya 

dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia hanya 

terbatas pada bidang hukum saja. 

Pada dasarnya ada dua kelompok dari teori badan hukum, yaitu: 

1) Kelompok yang menganggap bahwa badan hukum itu sebagai wujud 

yang nyata 

2) Kelompok yang menganggap bahwa badan hukum itu sebagai wujud 

yang bukan nyata.22 

Selanjutnya, badan hukum dibagi menjadi dua jenis yaitu badan  

hukum publik dan badan hukum privat. Menurut Peter Muhmud Marzuki 

badan hukum publik adalah negara dan bagian-bagian negara seperti daerah 

kota dan lain-lain, sedangkan badan hukum privat adalah suatu organisasi 

yang bergerak duluar bidang politik dan kenegaraan, badan hukum privat 

didirikan untuk mencari keuntungan atau untuk tujuan sosial.23 

 
22 Handri Raharjo, Hukum Perusahaan, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yudistira, 2009). Hlm. 

20  

23 Chidir Ali, Badan Hukum, (Bandung: Alumni, 2014) Hlm. 59 
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Teori badan hukum dalam penelitian ini diarahkan untuk membuat 

gambaran mengenai perusahaan swasta yang dimaksud oleh UU 

Penyandang Disabilitas. Selain itu, teori ini digunakan sebagai kerangka 

berfikir untuk menentukan dan membedakan perusahaan berbentuk badan 

hukum atau bukan badan hukum berdasarkan karakteristiknya.  

3. Teori Perusahaan (theory of the firm) 

Teori perusahaan merupakan suatu model dasar dari suatu perusahaan. 

Teori perusahaan menekankan bahwa perusahaan perlu menetapkan tujuan 

yang harus dicapai.24 William F. Gluecl mendefinisikan tujuan perusahaan 

sebagai hasil terakhir dari yang dicari organisasi melalui eksistensi dan 

oprasinya. Beraneka ragam tujuan dari perusahaan yang berbeda-beda 

dikejar oleh organisasi perusahaan, seperti kesinambungan keuntungan, 

efisiensi, mutu produk, menjadi pemimpin pasar (market leader), dan lain-

lain. 25  

Secara garis besar, teori perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam 

berbagai golongan pandangan utama, yaitu presptkif neo-klasik 

(neoclassical theory of the firm), prespektif biaya transaksi (transaction cost 

theory), prespektif teori agensi (principal-agent theory of the firm) dan 

prespktif evolusi (evolutionary theory of the firm).26 

 
24 Arifin Sitio Dan Halomoan Tamba, Koperasi: Teori Dan Praktik, (Jakarta: Erlangga, 2001), 

Hlm. 72 

25 Ibid 

26 A. Prasetyantoko, Corporate Governance; Pendekatan Institusional, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2008), hlm. 14 
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Teori ini selanjutnya berkembang dengan memasukkan faktor 

sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan selain kepada 

pemilik perusahaan (investor). Dengan kata lain perusahaan harus 

berdampak pada nilai tambah bagi masyarakat, yaitu meningkatkan income 

tanpa mengorbankan lingkungan masyarakatnya.27 

Pengembangan teori perusahaan dalam penelitian ini diarahkan 

pada konsep perusahaan sebagai entitas dalam masyarakat yang saling 

membutuhkan satu sama lain. Selain itu perusahaan memiliki tanggung 

jawab sosial karena keberadaan perusahaan identik dengan adanya faktor 

berupa sumber daya manusia dan faktor produksi lain, sehingga minat untuk 

mengkaji corporate social responsibility sangat membutuhkan pemahaman 

memadahi tentang teori perusahaan.28 

F. Metodologi penelitian 

Kebenaran dalam suatu ilmu dapat diketahui melalui metode atau cara yang 

digunakan dalam penelitian. Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-

langkah untuk memperoleh pengetahuan ilmiah dengan cara penguraian masalah, 

menganalisa, menarik kesimpulan dan mencari solusinya.29  Untuk itu, agar 

memberikan kemudahan dalam mengarahkan metode penelitian dalam skripsi ini, 

 
27 Soegeng Soetadjo, Pembahasan Pokok-Pokok Pikiran Teori Akuntansi Vernon Kam, 

(Surabaya: Airlangga University Press, 2009) Hlm. 134 

28 Ibid, hlm. 14 

29 Suryana, Metode Peneltian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Universitas 

Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 15 



16 
 

Penyusun menyajikan beberapa hal yang berkaitan dengan metode penelitian 

sebagaimana berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penyusunan skripsi ini adalah 

penelitian pustaka (library research). Soekanto menerangkan bahwa 

penelitian pustaka dalam studi hukum dilakukan dengan meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder30 berupa peraturan perundang-undangan, buku, 

jurnal, ensiklopedi, kamus, dan lain sebagainya sepanjang diperlukan dalam 

penelitian.31  

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan oleh Penyusun adalah pendekatan yuridis-

normatif. Pendekatan ini digunakan dalam penelitiannya Penyusun 

menyusun teks-teks hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan 

lembaga peradilan, dan lainnya yang baik secara langsung maupun tidak 

langsung berkaitan dengan konsep perusahaan, ketenagakerjaan dan 

penyandang disabiltas. 

3. Bahan Hukum Penelitian 

Penelitian hukum kepustakan menggunakan data sekunder yang meliputi 

bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. 

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti 

 
30 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Depok: PT. Raja 

Grafindo, 2021) hlm. 13 

31 Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan,” Jurnal Iqra’, Volume 08, No. 01, Mei 2014, 

hlm. 68. 
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norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, 

hukum adat, yurisprudensi dan traktat.32 Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan bahan hukum seperti UUD NRI 1945, Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Kitab Undang-

undang Hukum Perdata, Kitap Undang-undang Hukum Dagang dan 

peraturan perundang-undangan lain yang relevan. 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer.33 Bahan hukum sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, 

maupun pendapat ahli yang berkaitan dengan topik disabilitas, hukum 

perusahaan dan ketenagakerjan. Penyusun juga menggunakan bahan hukum 

tersier berupa kamus dan ensiklopedia untuk membantu menjelaskan bahan 

hukum primer dan skunder diatas. 

4. Metode Analisis Data 

Data-data yang telah dihimpun atau didokumentasikan, selanjutnya 

dianalisis dengan membandingkan bahan hukum primer diperkuat bahan 

hukum skunder berupa teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini 

untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat oleh 

peneliti.  

G. Sistematika pembahasan 

 
32 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Depok: PT. Raja 

Grafindo, 2021) hlm. 13 

33 Ibid  
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Bab Pertama berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika 

pembahasan. 

Bab Kedua berisi tinjauan umum mengenai perusahaan swasta dan 

tanggung Jawab sosial perusahaan yang selanjutnya digunakan untuk menilai 

bentuk-bentuk perusahaan serta perannya dalam upaya  membangun komunitas 

masyarakat penyandang disabilitas.  

Bab Ketiga berisi tentang tinjauan umum UU Penyandang disabilitas, 

Pemenuhan hak penyandang disabilitas pada negara kesejahteraan (walfare state) 

serta gambaran umum mengenai tenaga kerja penyandang disabilitas yang 

dikaitkan dengan isu ketenagakerjaan. 

Bab keempat berisi tentang analisis mengenai data berupa peraturan 

perundang-undangan dan data lain yang telah yang telah didokumentasikan pada 

bab kedua dan bab ketiga dengan memperhatikan kerangka teori yang digunakan 

untuk menjawab rumusan masalah dalam peneitian ini. 

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban 

dari permasalahan yang menjadi topik penelitian dan juga berisi saran berdasarkan 

penelitian sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Penyandang disabilitas yang mengatur mengenai 

kewajiban perusahaan swasta untuk mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) 

Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja haruslah dimaknai 

dengan tiga sisi. Pertama, dari sisi perusahaan swasta pemberi kerja, tenaga kerja 

penyandang disabilitas dan Pemerintah. Sehingga penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Bahwa yang dimaksud dengan perusahaan swasta dalam pasal A-quo dapat 

dimaknai sebagai perusahaan swasta berbadan hukum, yaitu perusahaan 

berbentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, Yayasan, maupun 

Koperasi milik swasta atau non-pemerintah yang mempekerjakan sedikitnya 

100 (seratus) pekerja atau tidak mempekerjakan 100 (seratus) pekerja namun 

menggunakan teknologi tinggi. Perusahaan yang demikian berkewajiban 

mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari 

jumlah pegawai atau pekerja.  

Yang dimaksud dengan Perusahan swasta berbadan hukum 

sebagaimana disebutkan diatas adalah perusahaan yang telah memenuhi 

syarat materil, meliputi (1) Adanya kekayaan yang terpisah; (2) Mempunyai 

tujuan tertentu; (3) Mempunyai kepentingan sendiri; dan (4) Adanya 

organisasi yang teratur dan terpenuhinya syarat formil, yaitu, (1) Dinyatakan 
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secara tegas dalam undang-undang, (2) Dinyatakan secara tegas di dalam 

akta pendiriannya, (3) Dalam prosedur pendiriannya diperlukan campur 

tangan pemerintah seperti kewajiban adanya pengesahan dari Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia, (4) Di dalam praktik kebiasaan diakui 

sebagai badan hukum; dan (5) Ditegaskan dalam yurisprudens sebagai badan 

hukum.  

Bentuk badan hukum sebagaimana diterangkan diatas juga 

menyangkut bentuk perusahaan yang diwajibkan menyediakan dana 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) sebagaimana diatur dalam Pasal 

15 huru b UU Penanaman Modal yaitu Perusahaan penanaman Modal; 

sedangkan Pasal 74 UU Perseroan Terbatas yaitu Perseroan yang 

menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber 

daya alam. kedua Pasal diatas membebankan perusahaan berbentuk 

perusahaan penanaman modal  berbadan hukum untuk menyediakan dana 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang dapat dialokasikan dalam 

rangka mempekerjakan 1% tenaga kerja peyandang disabilitas dibebankan 

pada Perusahaan berbadan hukum. 

Syarat formil dan materil suatu badan hukum menjadi kunci 

pemerintah untuk melakukan upaya paksa baik secara persuasif maupun 

secara koersif pada perusahaan swasta berbadan hukum karena 

kedudukannya sebagai orang dalam arti recht persoon dan mekanisme 

pendiriannya melibatkan persinggungan dengan pemerintah dalam hal ini 

Pengadilan dan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
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2. Mekanisme pelaksanaan pemberian kuota khusus 1% tenaga kerja 

penyandang disabilitas dapat dilaksanakan dalam dua pendekatan. 

Pendekatan pertama, melalui mekanisme Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan (Corporate Social Responsibility), dan pendekatan kedua, 

melalui konsep negara kesejahtetraan (Walfare state). 

Upaya Pendekatan melalui mekanisme CSR dapat dilakukan dalam 

dua model, pertama melalui kesadaran perusahaan untuk menjaga 

keberlanjutan stakeholder-nya, termasuk didalamnya masyarakat (society) 

penyandang disabilitas disekitar perusahaan, dan kedua melalui kesadaran 

perusahaan untuk mentaati hukum yang berlaku dalam hal ini UU 

Penyandang disabilitas dan UU Ketenagakerjaan sebagai bentuk kewajiban 

hukum (legal liability) perusahaan swasta di Indonesia. Disinilah peran 

pemerintah untuk mengawasi dan menjamin pemenuhan hak 

ketenagakerjaan penyandang disabilitas melalui upaya paksa yang 

mengandung sanksi. 

Melalui konsep negara kesejahteraan, pemerintah berhak untuk ikut 

campur dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Termasuk juga 

didalamnya pemberian jaminan sosial bagi tenaga kerja disabilitas; 

memfasilitasi tenaga kerja penyandang disabilitas untuk masuk ke bursa 

kerja sesuai dengan keahliannya; menciptakan lapangan pekerjaan seluas-

luasnya; memperkuat kedudukan tenaga kerja (buruh) disabilitas dalam 

hubungan industrial. Hal ini dilakukan dengan melibatkan seluruh 

stakeholder pemerintah baik dari pemerintah itu sendiri maupun melalui 
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swasta/non-pemerintah. Namun seluruh proses campur tangan pemerintah 

dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state) ini dilaksanakan dengan 

hukum demi kesejahteraan rakyat. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian diatas Penyusun mengajukan beberapa saran terkait dengan 

upaya pemenuhan hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas, antara lain: 

1. Kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga 

legislasi hendaknya mengevaluasi kembali UU Penyandang disabilitas dan 

menambahkan mekanisme pemberian sanksi pada perusahaan swasta yang 

yang tidak menjalankan Pasal 53 Ayat 2 secara khusus dalam UU 

Penyandang Disabilitas, artinya diperlukan perubahan UU Penyandang 

disabilitas dengan menambahkan materi muatan yang khusus mengatur 

sanksi bagi perusahaan swasta yang melanggar Pasal 53 Ayat 2 UU 

Penyandang Disabilitas. 

2. Pemerintah harus menggalakkan audit terhadap perusahaan swasta yang 

telah memenuhi syarat diberlakukannya Pasal 53 ayat 2 UU Penyandang 

Disabilitas dan memonitoring perusahaan-perusahaan tersebut dalam 

rangka menciptakan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas sebagai 

bentuk penghormatan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. 

3. Bagi Pengusaha atau menajer perusahaan swasta hendaknya menanamkan 

pemahaaman bahwa Tanggug Jawab Sosial Perusahaan (CSR) bukanlah 

beban perusahaan yang berpengaruh negative pada pendapatan/laba 
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perusahaan. Tetapi semata-mata untuk menciptakan Corporate 

sustainability dengan jalan membangun kualitas ekonomi (profit), sosial 

(people) dan lingkungan (planet) masyarakat sekitar perusahaan dan 

berkontribusi membangun bangsa. 
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